
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 52 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 23 
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
 

Menimbang 

 

: a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2017 telah diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung      

Tahun 2017; 
  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan; 

  c. bahwa berdasarkan diktum Kedua Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 
2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan 
Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 
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2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bandung      Tahun 2017;  

 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
  3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
  4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  5.  Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

  6.  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara           

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 
  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

  13.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 
  14.  Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015         

Nomor 137); 
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  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan   
Keuangan Daerah; 

  16.  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota; 
  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah 

Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota; 
  18.  Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 
  19.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

  20.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 
  21.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 
  22.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Pekerjaan Umum; 

  23.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik  

Indonesia Nomor 15 Tahun 2010  Tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; 

  24.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 
  25.  Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi 

Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi 
dan Informasi; 

  26.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
65/Permenten/OT.140/12/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan 
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Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
  27.  Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Nomor PM.106/HK.501/MKPl2010 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; 

  28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  29.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 

Sosial  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 

Nomor 541); 
  30.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 

Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

  31.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 55/Hk-010/B5/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang  
Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di 
Kabupaten/Kota; 

  32.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 41 tahun 2011 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Penamanan Modal 
Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

  33.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 87); 
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  34.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2010 Nomor 25 Seri E,  Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 

  35.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 60); 
  36.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 

9); 
  37.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 
  38.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembar 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008       

Nomor 3); 
  39.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Bandung  Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 
  40.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan 
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 



7 

 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013          
Nomor 12); 

  41.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2014 Nomor 4); 
  42.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 1 ). 

  43.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 
21 ). 

  44.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah 
  45.  Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2016 Nomor 25); 

  46.  Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Peraturan Bupati Transisi 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017. 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja  
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 
Nomor 25), diubah sebagai berikut: 

 
 

1. Ketentuan Pasal 1 point 9 diubah, sehingga Pasal 1 

point 9 sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
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(1) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD 
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang 

mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang 
daerah 

 
2. Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 diubah sehingga Pasal 2 

Ayat 2  sebagai berikut : 
 
(2) RKPD Tahun 2017 berpedoman pada perencanaan 

tahap ke-2 (dua) dari rencana pembangunan 
jangka menengah daerah periode tahun 2016-2021, 

dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. 
 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 sebagai 

berikut: 
 

(1) RKPD Perubahan Tahun 2017 dimaksudkan untuk 
mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi 

pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun 
kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga 
pemerintahan baik pusat, provinsi maupun 

kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas 
dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang 

tersedia, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, 
provinsi dan Kabupaten Bandung. 

 
(2) RKPD Perubahan bertujuan untuk : 

a. Mewujudkan perencanaan teknis 

pembangunan daerah Kabupaten Bandung di 
tahun kedua dan menjadi bagian dari RPJMD 

Tahun 2016-2021. 
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan 

sinergitas pembangunan antar sektor, antar 
wilayah, antar fungsi maupun tingkatan 
pemerintahan 

c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi    
antara perencanaan, penganggaran,   

pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan 
mewujudkan penggunaan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 
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4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :  
 

Pasal 4 
 

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renja PD 
Tahun 2017, PD menggunakan RKPD Perubahan 

Tahun 2017 untuk : 
a. Menyelaraskan indikator kinerja program dan 

kegiatan pada Tahun 2017, dalam rangka 

pencapaian program/kegiatan prioritas PD 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

b. Penetapan Renja Perubahan PD Tahun 2017 
oleh Kepala PD, atas dasar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

 
Dalam rangka penetapan Renja Perubahan PD 
Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 

huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir 
Perubahan Renja PD Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir 
Perubahan Renja PD Tahun 2017 kepada  

kepala Bappeda 
b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap  

rancangan akhir Renja Perubahan PD Tahun 

2017, untuk menjamin kesesuaian antara  
program dan kegiatan PD Tahun 2017 dengan 

program dan kegiatan pembangunan daerah 
yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 

2017 
c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir 

Renja Perubahan PD yang telah diverifikasi, 

untuk diajukan kepada Bupati Bandung dalam 
rangka memperoleh pengesahan melalui 

Keputusan Bupati Bandung. 
d. Kepala PD menetapkan Perubahan  Renja Tahun 

2017 
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6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 9 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2017 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

 
7. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 11 
 

RKPD Perubahan Tahun 2017 yang berisi Rencana 
program beserta kegiatan-kegiatannya ini berpedoman 

kepada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 yang 
disesuaikan perkembangan atas terbitnya PP Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
RPJMD Tahun 2016-2021, dan Perda Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, serta Instruksi Dalam Negeri Nomor 

061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindaklanjut PP 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
 

 
Pasal 12 

 
RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 

Pasal 13 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
perundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bandung. 

 
 

 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal  10 Oktober 2016 

  
 BUPATI BANDUNG, 

  
 ttd 
  

  
 DADANG M. NASER 

  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 10 Oktober 2016           
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd  
  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 54 
 

 

 


